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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH PROVINSI SUMATEM UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daeratr Nomor 11 Tahun 2O!"3 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

:L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a00);
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3.
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B.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844l;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a4381;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20O0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ao28l;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatlurr 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O07 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aTQl;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

11.

12.

9.

10.

t4.

15.

16.

17.

18.



19. peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

20. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57&l;

21. peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

22. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);

23. peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomot 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

25. peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O10 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51Oa);

26. peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 20tO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 201'3;

29. peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Porvinsi Sumatera
Utara Nomor 6);

30. peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretatiat Dewan
perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

31. peraturan Daerah Nomor B Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 8);

32. peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Sumatera Utara (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 9);



33. peratur-an Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentffrg Organisasi dan Tata Keda Lembaga tain Provinsi SuEsteta Utara 0,emb€ran

Daerai provinsi Sur|ater"a Utar,a Telrun 2OO9 No-oi O, tamtutr.n f,.lrtbarsn Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

34. peiaturan Daerah Nomor I Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolasn Keuangan Daemh Provirosi Suaatera Utar:a

(lamba.ran Daer€h provinsi Sumatera Utara Tahun 2o1o Notnor 1, Tatub€han l,embaran Daemh kovinBi Su[atera Utara

Nomor 1);

35. pemturan Daerah Nomor ll Talun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer€I Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 20l3 (l€mbaran Daerah Provinsi Sunratera Uta.ra Tahun 2013 Nosror 11;

MEMUTUSKAN:

MENCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN PERIJBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAEMH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 20 13.

Pasal 1

perubqhan Arrggalan pendapatan dan Bela4ia Daerah Provinsi Surratera Utara Tahun Anggaran 2013, adalah sebsaai berikut :

l. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Betanja setetah perubahan

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp

Rp

8,481,87 !,649,956.00

629,261,815,696.00

Rp 8,866,922,252,506'00

RP 158,495,436,492.OO

Rp 385,050,602,550.00

Rp 9,1 1 1,133,+65,652.A0

Rp 9,025,417,688,998.00

Rp 85,715,776,654'00

Rp (370,323,011,503.00)

Rp 14,727,591,O47.OO



b. Pengeluaran

1) Semula

2l Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 2

penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Rp

dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

Pasal 3

Peraturafl Gubernur ini

1oo,443,367 ,7Ol.OO

dengan penernpatannya dalam Berita

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Rp 100,443,367,701.0O

Rp {85,715,776,654'00)

Daerah Provinsi Sumatera

Rp

Rp

Peraturan Guhernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Utara.

Diundangkan di Medan
pada tanggat to ftserrbar ?olV

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR X?


